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ABSTRAK : Perbup ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 95
Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7032), Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7099).

Perbup ini mengatur beberapa aspek yaitu: Ketentuan Umum,
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas,
Pembayaran, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : Perbup ini ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2025 di Baturaja
menetapkan kerangka legal dan operasional dalam rangka
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2025, dengan berlandaskan sejumlah
undang-undang dan peraturan pelaksana.



